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PROSES PELAKSANAAN PENGGANTIAN NAMA SERTA
AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN NAMA

Abstrak

Nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu
dengan orang lain yang juga digunakan sebagai tanda diri, serta identifikasi
seseorang sebagai subjek hukum. Nama merupakan identitas yang sangat penting
karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai
identitas seseorang, sehingga jika seseorang akan mengubah atau mengganti nama
maka memerlukan proses penggantian nama. Oleh karena itu tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan serta akibat hukum dari penggantian
nama. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum yang
menggunakan metode pendekatan normatif, karena penelitian ini akan meneliti
tentang kaidah-kaidah, peraturan serta asas-asas yang berkaitan dengan proses
pelaksanaan penggantian nama dan akibat hukum penggantian nama. Penelitian
menggunakan penelitian deskriptif, dimana dalam perolehan data dari penelitian
ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas dan terperinci terkait dengan
proses pelaksanaan penggantian nama dan akibat hukum penggantian nama. Hasil
penelitian ini menyebutkan bahwa proses penggantian nama harus dilakukan
dengan beberapa cara, yaitu melalui  di Pengadilan Negeri dan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses penggantian nama di mulai dari
melakukan permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri untuk
mendapatkan penetapan. Tahap selanjutnya adalah mencatatkan penggantian
nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pencatatan dilakukan
untuk mendapatkan suatu bukti tertulis, yang berupa catatan pinggir. Dari
peristiwa penggantian nama tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu
identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi
menjadi terlindungi, tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat
otentik, serta setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan
melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru.

Kata kunci: penggantian nama, proses pelaksanaan, akibat hukum

Abstract
Name is a sign that is needed to distinguish one person from another which is also
used as a self-sign, as well as identification of a person as a legal subject. Name is
a very important identity because it is very personal attribute, which has a
function as a person's identity, so if someone is going to change the name, it
requires a name change process. Therefore, the purpose of this study was to
determine the implementation process and the legal consequences of changing the
name. The approach method used is based on legal research that uses a normative
approach, because this research will study the rules, regulation, and principles
regarding the process of implementing a name change and the legal consequences
of changing the name. This research uses descriptive research, which in obtaining
data from this research is expected to be able to describe clearly and in detail
related to the process of implementing the name change and the legal
consequences of changing the name. The results of this study indicate that the



process of changing the name must be carried out in several ways, namely through
the District Court and the Population and Civil Registry Service. The name
change process starts with applying for a name change at the District Court to get
a determination. The next stage is to register the name change at the Population
and Civil Registration Service, the recording is carried out to obtain written
evidence, in the form of marginal notes. The change of name event gave rise to
several legal consequences, namely the identity of the population and legal
certainty over the ownership of personal documents to be protected, did not cause
problems in the rights to authentic documents, and after using the new name in
exercising the rights and carrying out the obligation to use the new name.

Keywords: name changing, implementation process, legal consequences

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sehingga semua hal yang ada di Indonesia diatur
dengan hukum, salah satunya adalah hukum mengenai orang yang termasuk
kedalam hukum perdata. Dalam hukum perdata orang berarti pembawa hak atau
subyek didalam hukum. Sehingga seseorang memiliki kedudukan sebagai subyek
hukum (Subekti, 2003). Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa-
peristiwa penting yang terjadi, peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir
mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan
anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Peristiwa-peristiwa itu merupakan hal yang sangat penting sehingga
diperlukan suatu bukti tertulis, sedangkan untuk memiliki bukti dalam status
kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu
pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti
tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil. Salah satu peristiwa penting yang terjadi
adalah perubahan nama atau penggantian nama. Nama adalah suatu tanda yang
diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri,
serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Nama merupakan identitas
yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang

memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang (Suhardana, 1992).



Peristiwa penggantian nama merupakan salah satu bagian dari administrasi
kependudukan. Bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting
kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan begitu
perubahan nama atau penggantian nama harus dengan penetapan pengadilan
negeri. Untuk selanjutnya penetapan pengadilan tersebut dilaporkan pada Instansi
Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan
pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan.

Nama sebagai identitas dari setiap seseorang yang digunakan menunjukan
identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain, selain itu nama
merupakan hal yang penting karena dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek
hukum, sehingga jika ada salah nama dalam kartu identitas seseorang maka perlu
untuk segera diganti dan diurus (Hasibuan, 2017). Pengurusan pergantian nama
pada seseorang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil. Tahap pertama seseorang yang akan mengganti nama adalah
melakukan permohonan di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, setelah
mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri maka akan ketahap kedua
yaitu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan
pergantian nama dan akan memperoleh akta baru untuk pergantian nama baru.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan
nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon.
Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah
namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil
paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir
pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Setiap data dalam identitas seseorang harus sama dan cocok, apalagi
mengenai nama didalam setiap kartu identitas seseorang nama harus sama dan
tertulis benar antara satu dengan yang lainnya. Seperti dalam Akta Kelahiran,
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi
(SIM), Sertifikat dan surat-surat lainnya (Febriharini, 2016). Sehingga apabila



ada pergantian nama pada seseorang maka semua kartu identitas juga harus
diubah, agar tidak terjadi permasalahan- permasalahan kedepannya.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
menggunakan metode normatif. Karena dalam penelitian ini yang diteliti ini
adalah kaidah-kaidah hukum, peraturan, dan asas-asas hukum yang berkaitan
mengenai proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian
nama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan
data seteliti mungkin dan secara sistematis. Dimana dalam perolehan data dari
penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas dan terperinci terkait
dengan proses pelaksanaan penggantian nama dan akibat hukum penggantian
nama.

Sumber data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan
oleh penulis dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mencari: 1) Data Sekunder,
untuk mendapatkan bahan yaitu, antara lain : a) Bahan Hukum Primer adalah
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 62/ Pdt.P/
2021/ PN Skh. b) Bahan Hukum Sekunder seperti buku-buku ilmu hukum dan
jurnal yang terkait dengan proses pelaksanaan penggantian nama serta akibat
hukum penggantian nama. c)Bahan Hukum Tersier bahan-bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus
hukum. 2) Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri
Sukoharjo dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang
merupakan objek penelitian dan observasi dilapangan. Lokasi penelitian
dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Subjek penelitiannya yaitu dengan



menggali informasi dari Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo yang dapat menjelaskan tentang proses nama.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan
dan studi lapangan berupa observasi, daftar pertanyaan, dan wawancara. Studi
kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari,
dan mengumpulkan ketiga bahan yang disebutkan diatas yaitu dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta buku-buku yang
berhubungan dengan penelitian dalam masalah mengenai proses pelaksanaan
penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama. Studi Lapangan dengan
langsung mengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek
yang akan diteliti, dengan observasi yaitu pengumpulan pengecekan data-data
perkara yang ada hubungannya dengan proses pelaksanaan penggantian nama
serat akibat hukum penggantian nama. Dengan daftar pertanyaan mengenai
rangkaian pertanyaan tentang suatu hal, dalam penelitian ini terkait proses
pelaksanaan penggantian nama serta akibat hukum penggantian nama. Dan
dengan wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait proses
Pelaksanaan Penggantian Nama  vyaitu kepada Hakim Pengadilan Negeri
Sukoharjo dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

Metode analisis data yang digunakann penulis dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif, yaitu dengan cara teknik pengumpulan data dan menganalisis
data sekunder dipadupadankan dengan data primer yang diperoleh melalui
wawancara langsung dilapangan dengan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penggantian Nama

Proses pelaksanaan proses penggantian nama dilakukan melalui tahapan pada
Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Pengadilan

Negeri pemohon akan mengajukan permohonan permohonan penggantian nama



untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Dan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan penggantian nama dan perubahan
dokumen kependudukan sesuai dengan nama baru.

3.1.1 Proses di Pengadilan Negeri

Dalam proses di Pengadilan Negeri pemohon harus melalukan permohonan
penggantian nama. Dimana pemohon harus melengkapi syarat-syarat untuk
pengajuan permohonan penggantian nama, setelah syarat- syarat terpenuhi
pemohon dapat melakukan prosesnya. Pertama vyaitu Pemohon membuat
permohonan penggantian nama. Dalam proses pengajuan permohonan seseorang
harus melengkapi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dan juga harus
menyiapkan beberapa persiapan untuk persidangan.

Hal-hal yang harus disiapkan antara lain, yaitu: a) Membuat permohonan
diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau
kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat
tinggal Pemohon; b) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat
mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri,
yang akan menyuruh mencatat permohonanannya; c) Selain itu pemohon harus
mempersiapkan antara lain yaitu, surat Kuasa Khusus apabila permohonan
diajukan oleh kuasa hukum, membayar panjar biaya perkara, serta mempersiapkan
alat bukti saksi maupun surat.

Tahap kedua adalah pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri. Setelah
persiapan lengkap dan surat permohonan sudah siap maka pemohon dapat
melakukan pengajuan permohonan pada Pengadilan Negeri. Pengajuan Pemohon
melalui pendaftaran di bagian Perdata dan setelah dipenuhi syarat-syarat maka
diberikan penomoran permohonan. Untuk melakukan permohonan seseorang
harus memenuhi syarat untuk melakukan permohonan, syaratnya antara lain: a)
Surat Permohonan, bermaterai yang harus ditandatangani oleh Pemohon; b) Foto
copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; ¢) Foto copy KK Pemohon
sebanyak 1 (satu) lembar; d) Foto copy Akte Kelahiran Pemohon sebanyak 1
(satu) lembar; e) Foto copy ljazah Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; f)) Foto
copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing- masing sebanyak 1 (satu) lembar, setelah
itu diserahkan oleh bagian Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri.



Tahap ketiga yaitu pemohon melakukan pendaftaran di petugas pada meja
pertama/loket PTSP bagian perdata, setelah pemohon melakukan Pengajuan
Permohonan melalui pendaftaran dibagian Perdata dan setelah dipenuhi syarat-
syarat maka akan diberikan penomeran permohonan. Lalu dilakukan penunjukan
hakim yang dilakukan Kepala Pengadilan Negeri kepada Hakim yang menangani
perkara serta penetapan hari sidang oleh Hakim yang ditunjuk. Penetapan jadwal
sidang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri.

Tahap keempat adalah Proses persidangan, setelah melakukan penetapan
hari sidang, maka akan dilaksanakan sidang. Dalam pelaksanaan sidang, sidang
akan dipimpin oleh hakim tunggal. Dan dalam Proses sidang dihadiri oleh
Pemohon/kuasa hukum. a) pembacan permohonan oleh Pemohon pada hari sidang
pertama. b) pembuktian di persidangan oleh Pemohon dengan menghadirkan bukti
surat dan saksi. ¢) Hakim membacakan penetapan atas permohonan Pemohon. d)
Pemohon menerima Penetapan atas Permohonan Pemohon. Selanjutnya pemohon
ketahap mendaftarkan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3.1.2 Proses di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri maka pemohon
selanjutnya harus melakukan pencatatan dan perubahan dokumen pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan pengadilan dijadikan dasar oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan dan
melalukan perubahan pada dokumen yang dimohonkan oleh pemohon. Perubahan
dokumen tersebut tidak langsung dirubah oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tetapi melalui tahapan pencatatan pinggir terlebih dahulu.

Pencatatan pinggir dilakukan pada dokumen yang dimohonkan seperti
misalnya, akte kelahiran. Pencatatan pinggir adalah pencatatan yang ada
dibelakang akte kelahiran yang digunakan untuk menerangkan bahwa nama dalam
akte kelahiran berubah sejak ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga dengan
adanya penetapan Pengadilan Negeri serta dilakukan pencatatan pinggir pada
dokumen yang dimohonkan pemohon tersebut sejak saat itu maka nama pemohon
menjadi baru sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Akta kelahiran yang terdapat catatan pinggir tersebut dijadikan dasar
untuk pembuatan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya adalah penerbitan



dokumen- dokumen yang seperti KTP, SIM, ljazah dan dokumen-dokumen
lainnya dengan nama yang baru sesuai catatan pinggir pada akta kelahiran. Untuk
melakukan pencatatan perubahan nama penduduk harus mmemenuhi persyaratan :
a) Salinan penetapan Pengadilan Negeri, b) Kutipan akta pencatatan sipil, c) Kartu
Keluarga, d) KTP el, dan e) dokumen perjalanan bagi orang asing .

Setelah memenuhi persyaratan maka pemohon dapat melakukan
pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran terdiri dari
pencatatan penggantian nama dan perubahan dokumen kependudukan dengan
menggunakan nama baru. Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan nama, dilakukan dengan tata cara: 1) Pemohon
mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan
sesuai dengan ketentuan; 2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan; 3) Petugas
pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 4) Pejabat Pencatatan
Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta
Pencatatan Sipil; dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan
pinggir disampaikan kepada Pemohon. Setelah dilakukan pencatatan maka akan
dilakukan penggantian dokumen kependudukannya yang akan berganti menjadi
nama yang baru.

3.2 Akibat Hukum Penggantian Nama

Penggantian nama memiliki banyak akibat hukum. Baik dari sisi negatif maupun
dari sisi positif. Akibat yang muncul dari adanya penggantian nama dari sisi
negatif antara lain yaitu identitas ganda. Identitas ganda dapat terjadi apabila
seseorang yang melakukan penggantian nama tidak segera melakukan pencatatan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum dilakukan pencatatn
dan perubahan dokumen kependudukan seseorang yang mengganti namanya
memiliki dua identitas, dari sini maka akan memunculkan persoalan-persoalan

yang mungkin terjadi.



Hal yang lain yang dapat terjadi dari penggantian nama adalah
penggantian nama dijadikan alat untuk seseorang untuk menutupi kejahatannya.
Seperti seseorang yang tersangkut pada kasus penipuan kemudian mengganti
nama untuk menutupi kejahatannya. Karena didalam undang-undang yang berlaku
saat ini belum mengatur secara khusus mengenai alasan, tujuan bagi seseorang
yang melakukan penggantian nama.

Namun selain berakibat hukum dari sisi negatif, penggantian nama yang sesuai
proses dan prosedur yang berlaku akan mengakibatkan akibat hukum dalam arti
yang positif, yaitu antara lain:

3.2.1 Identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen

pribadi menjadi terlindungi

Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan
pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan
yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa
kecuali. Sehingga dalam melakukan perubahan nama harus dilakukan langkah
administrasi yaitu perlunya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil agar ada kepastian hukum mengenai identitas kependudukannya.Setiap
penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialaminya kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili dan/atau
kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang
diperlukan.

Produk yang dihasilkan dari layanan kependudukan berupa Dokumen
Kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana, yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Dokumen kependudukan
memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk, merupakan bentuk
perlindungan Negara terhadap status hak sipil Penduduk, dan memberikan
manfaat bagi kepentingan administrasi dan kepentingan administrasi dan

pelayanan publik lainnya.



3.2.2 Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik

Nama merupakan hal yang krusial, sehingga setiap dokumen kependudukan
antara satu dengan yang lainnya harus sama. Jika tidak hal ini akan menyulitkan
pengurusan dokumen- dokumen penting dan menimbulkan permasalahan lainya.
Persoalan- persoalan yang mungkin muncul karena perbedaan nama pada setiap
data kependudukan misalnya karena perbedaan nama pada KTP dan KK atau pada
dokumen kependudukan lainnya, tidak dapat pemenuhan hak dalam surat otentik
yang sebenarnya. Seperti comtohnya dalam surat warisan.

Pembagian harta warisan adalah salah satu hal yang cukup sensitif.
Masalah yang mungkin muncul seperti jika seseorang menjadi ahli waris namun
ada perbedaan nama pada dokumen-dokumen kependudukannya yang
mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat mengurus dokumen yang dijadikan
dasar sebagai ahli waris maka ia tidak jadi mendapatkan haknya sebagai ahli waris
karena persoalan perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki. Hal ini mungkin
sepele namun sangat merugikan bagi seseorang yang memiliki perbedaan nama
pada dokumen yang dimilikinya.

Seperti halnya surat otentik lainnya seperti sertifikat tanah atau rumah,
yang tidak dapat di jual karena ada ketidak sesuaian data antara dokumen-
dokumen kependudukannya. Sehingga perubahan nama harus dicatatankan agar
terjadi kesesuaian antara satu dokumen kependudukan dengan dokumen
kependudukan yang lainya. Agar dapat dilakukan proses jual beli, agar tidak
terjadi persoalan-persoalan yang dapa muncul.

3.2.3 Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan
melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru
Setelah seseorang menganti namanya dengan melakukan permohonan penetapan
pada Pengadilan Negeri dan dilakukan pencatatan penggantian nama pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka akan dilakukan penerbitan dokumen
kependudukan yang baru sesuai dengan nama yang baru dengan begitu maka
semua dokumen yang dimiliki menjadi nama baru dan hal tersebut akan mengikut
seperti dalam menggunakan haknya dan melaksanakan kewajiban akan
menggunakan nama baru sesuai identitas barunya. Melaksanakan hak seperti hak

dipilih dan memilih dalam pemilu akan menggunakan nama baru, identitas lama
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sudah tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya maka seseorang harus menggunakan
nama barunya untuk segala hal, karena nama baru sebagai identitas yang

digunakan sekarang yang akan terus melekat pada diri seseorang.

4, PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pertama, dalam melalukan proses penggantian nama seseorang harus melalui
beberapa tahapan dan disetiap tahapan seseorang harus memenuhi syarat-
syaratnya, yaitu : (1) Tahap Pertama pengajuan permohonan pada Pengadilan
Negeri untuk mendapatkan penetapan. Seseorang yang akan mengajukan
penggantian nama harus mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk
mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang penetapan tersebut
digunakan sebagai syarat untuk melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil. (2) Tahap kedua yaitu pencatatan penggantian nama pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah pemohon mendapatkan
penetapan maka masuk pada tahap kedua yaitu pencatatan perubahan nama pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Setelah melakukan pencatatan penggantian
nama maka akan dilakukan perubahan dokumen untuk dapat mendapatkan
dokumen yang baru yang telah diganti sesuai dengan perubahan nama baru.
Kedua, Akibat hukum dari penggantian nama memiliki akibat dari sisi
negatif dan dari sisi negatif. Dalam penelitian yang telah dilakukan ada beberapa
akibat hukum dari penggantian nama dari sisi negatif yaitu adanya identitas ganda
yang membuat seseorang memiliki dua identitas. Dan juga penggantian nama
dapat dijadikan alat untuk seseorang untuk menutupi kejahatannya. Namun
penggantian nama yang sesuai dengan prosedur dan prosesnya memiliki akibat
hukum dari sisi positif, yaitu antara lain :(1) ldentitas Kependudukan dan
kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi. (2)
Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik. (3) Setelah
menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban

menggunakan nama baru.
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4.2 Saran

Bagi masyarakat umum yang akan melaksanakan penggantian nama, lebih baik
mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan proses penggantian nama, agar
lebih  memahami dan mengerti proses pelaksanannya. Mengingat proses
penggantian nama memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk melakukan
perubahan nama bukan merupakan suatu proses yang mudah, proses perubahan
nama cukup rumit, karena harus melalui beberapa tahap. Yang pertama melalui
tahap di Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian melalui tahap di Dinas
Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagi pemerintah sebaiknya mengatur lebih lanjut mengenai aturan yang
lebih khusus lagi mengenai alasan-alasan, syarat-syarat substansif, dan juga
tujuan-tujuan dari seseorang melakukan penggantian nama. Penggantian nama
memerlukan peraturan hukum vyang lebih khusus mengenai persyaratan-
persyaratan dan alasan-alasan yang substansif mengenai penggantian nama.
Karena dalam undang-undang belum ada alasan yang substansif yang mengatur
mengenai hal ini. Hal ini membuat semua orang dapat mengajukan penggantian
nama tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat bertindak semena-mena karena

belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hal ini.
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